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                                             BAB II 

                                                       KAJIAN TEORI  

A. Pengertian Tindak Pidana  

        Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di dalam 

kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak 

pidana disinonimkam dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 

delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: 

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan 

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana” 21.  

Menurut Hans Kelsen, Delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan 

berdasarkan norma hukum yang ada22 

Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. 

Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna 

adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang 

hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. 

       Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam 

dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif 

(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat 

pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum) 

 
21 Teguh Prastyo, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2012, hlm. 47 
22 Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpres, Jakarta, 2012, 

Hlm, 46 
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-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, untuk menyebutkan apa yang 

kita kenal sebagai tindak pidana di dalam kitab Undang-undang hukum pidana tanpa 

memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan 

perkataan strafbaar feit tersebut. Pada dasa     Pembentuk undang rnya semua istilah itu 

merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “Strafbaar Feit”, sebagai berikut: 

1. Delik (delict). 

2. Peristiwa pidana (E.Utrecht). 

3. Perbuatan pidana (Moeljanto). 

4. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum. 

5. Hal yang diancam dengan hukum. 

6.  Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum. 

7. Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai 

sekarang) 

      Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua, yaitu: 

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan 

karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk 

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum 

2.  Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan 

undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.   
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Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana23 

   Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai 

berikut : 

a.      Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan 

antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang 

dimuat dalam Bukum III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” 

dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian 

KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar 

bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan.    . 

b.     Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindakan pidana formil( 

Formeel/Delicten ) dan tindak pidana materil ( Materil Delicten ).tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan 

yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. misalnya pasal 

362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti 

larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang karena itu 

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjabawkan dan dipidana.  

c.     Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 

pidana sengajah (dolus delicten )  dan tindak pidana tidak disengajah 

contoh tindak pidana kejahatan yang diatur dalam KUHP antara lain pasal 

338 KUHP ( pembunuhan) yaitu dengan sengajah menyebabkan 

hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 yang dengan sengajah melukai 

orang lain pada delik kelalaian. orang lain juga dapat dipidana jika ada 

kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya 

 
23 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 37. 
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seseorang, contoh lain seperti yang diatur dalam pasal 188 dan pasal 360 

KUHP . 

d.    Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif ( positif) 

perbuatan aktif juga disebut perbuatan meteril adalah perbuatan untuk 

mewujudkannya diisyaratkan dengan adannya gerakan tubuh orang yang 

berbuat misalnya pencurian ( pasal 362 KUHP )  dan penipuan ( pasal 378 

KUHP ).   

 

Tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam : 

a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 

formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatanya 

berupa pasif, misalnya diatur dalam pasal 224 pasal 304, dan pasal 

552 KUHP.  

b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 

berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif 

atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan 

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam pasal 338 KUHP ibu 

tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut  

         Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana 

terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengajah serta 

tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.  

 

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

     Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum 

Pidana itu menurut Lamintang pada umunya dapat kita jabarkan kedalam unsur-

unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: 
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unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif24 Yang dimaksud dengan unsur-

unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau 

yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala 

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur- 

unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubunganya dengan keadaan- 

keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku 

itu harus dilakukan. Menurut Lamintang unsur-unsur Subyektif, dari suatu tindak 

pidana itu adalah: 

a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa); 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP; 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam 

kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain; 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte read seperti yang misalnya 

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; 

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

 

C. Pengertian Tentang Pembunuhan Berencana  

        Kata pembunuhan berasal dari kamus besar bahasa indonesi (KBBI) kata 

dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an yang mengandung 

makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau 

 
24 P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 1997, hlm. 193. 
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membinasakan tumbuh-tumbuhan. Menurut Purwadarmita (1976:169): 

“pembunuhan berarti perkosa, membunuh atau perbuatan bunuh.” Dalam 

peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang 

dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh 

(pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan 

nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).  

• Menurut Pengertian Yuridis 

     Pengertian dari segi yuridis (hukum) sampai sekarang belum ada, kecuali oleh 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri. Menurut penulis itu bukan 

merupakan pengertian, melainkan hanya menetapkan batasan-batasan sejauh 

mana suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan dan ancaman 

pidana bagi pelakunya. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas 

nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai 

waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau 

untuk menghindari penangkapan. 

      Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP di rumuskan sebagai barang siapa dengan 

sengaja menghilangkan nyawa orang lain. diancama karena pembunuuhan 

dengan penjara paling lam 15 tahun25. Hal ini merupakan suatu rumusan secara 

materiil yaitu “menyebabkan suatu tertentu tanpa menyebutkan wujud dari tindak 

pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah : 

1. perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul 

seketika itu juga, ditunjukan maksud supaya orang itu mati. 

 
25 Bustoro Aly, “Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi pamulang, 2018, hal 103  



  31 
 

2. menyeleyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang positif 

walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun. 

3. perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada 

hubungan kausal di antara perbuatanyanhg dilakukan itu dengan kematian 

orang tersebut.  

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Dengan sengaja  

Dalam KUHP tidak dijelaskan arti kesengajaan, tetapi didalam MvT 

(memorie van Toelieting) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya 

dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuata yang 

dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti 

yang dirumuskan dalam undang-undang berpangkal tekad adalah azaz 

dari perbuatan kesengajaan. teori berpangkal tekad karena akibat hal yang 

dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan 

suatu perbuatan. kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan 

mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan undang-

undang.  

         Dalam ilmu hukum pidana  dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :26 

1. kesengajaan sebagai tujuan  

 
26 Leden Marpaung,Op.Cit ., hal 22. 
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kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai 

akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum 

pidana. 

2. kesengajaan sebagai kepastian  

kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu 

akibat pasti ada dari perbuatan itu. 

3. kesengajaan sebagai kemungkinan  

kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu 

kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.  

b. Menghilangkan nyawa orang lain  

unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban 

adalah sebagai berikut :  

a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain 

b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang 

lain.  

c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat 

untuk membunuh. 

d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas 

nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan 

perbuatan kecil  

        Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. 

Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitikberatkan pada akibat hilangnya 

nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. 
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• Menurut R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebut  

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing 

“metvoorbedacterade” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan 

pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan 

dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak 

boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang 

penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat 

berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan 

niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya27. 

    Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau 

membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan 

memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. 

Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang 

paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini diatur dalam 

Pasal 338 KUHP  

Berbunyi ““Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum 

karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun”. 

   Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang 

sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan 

 
27 Ibid, Hal. 23 
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dengan cara demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukupdisebut sebagai 

pembunuhan saja.28”  

    Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan Nampak pada unsur-

unsur sebagai berikut :  

a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain. 

b. Unsur obyektif.  

1) Unsur dengan sengaja. 

2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu. 

  Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, 

yang meliputi : 

a. Kesengajaan sebagai tujuan. 

b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan. 

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis. 

      Dalam pembunuhan berencana menurut KUHP Pidana tidak boleh bertentangan 

dengan  makna pasal pasal 340 KUHPidana yaitu si pelaku dan orang yang dibunuh 

tidak boleh harus orang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut.Pembunuhan 

merupakan kejahatan yang dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja ataupun 

karena kelalaian/ kealpaan seseorang, maka menimbulkan  korban atau hilangnya jiwa 

orang lain. pembunuhan yang direncanakan Pembunuhan yang direncanakan itu adalah 

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya 

si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan 

 
28 Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 
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pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja 

terhadap jiwa orang lain.  

• Menurut Satochid Kartanegara 

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (Doodslag) 

2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu(Moord) 

3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh  

4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada 

orang lain untuk membunuh.  

5. Gegualificeerderdoodslag pasal 33929. 

        Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan 

dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak 

kelalaian si pelaku.  

D. Jenis-jenis Pembunuhan Berencana  

      secara khusus membahas dan mengemukakan persoalan pembunuhan 

berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka 

pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun 

agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah 

berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila 

dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.    

        Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku 

sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk 

pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi 

 
29 Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999 
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pelaku. didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan 

jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada 

pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka 

waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. 

Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu 

keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang 

ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga 

dipersiapkan pelaksanaannya30. 

    Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3 

syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 

1. Adanya wujud perbuatan. 

2. Adanya suatu kematian (orang lain) 

3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian 

        KUPidana tidak ada membuat atau rumussn tentang arti “sengaja” namun apa yang 

dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan-penjelasan undang-              

undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai interprestasi/penafsiran dan 

KUPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu opzet atau willensenweten.     

Adapun yang dimaksud dengan “willensenweten” adalah “seorang yang melakukan 

sesuatu perbuatan dengan sengaja, yang mengkendaki (wilen) perbuatan itu serta harus 

menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.  

       Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai 

“menghilangkan nyawa orang lain” menunjukan bahwa kejahatan pembunuhan 

 
30 H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II),   

     PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989 
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berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa 

dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 

KUHP iniadalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dandirencanakan terlebih 

dahulu dalam keadaan tenang untukmenghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini 

meliputibagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yangakan digunakan, 

tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau 

bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, 

misalnya:dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan 

kejahatan, memakai arung tanganagar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun 

dengan membuangn mayat korban di tempat yang dirasakan aman. 

          Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah 

kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan 

beradab.Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang 

sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktuyang tepat serta motif yang kuat 

untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena 

itu,ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan 

pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339.Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan 

rencana terlebihdahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk 

melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.  

        Direncanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan pembunuhan 

yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di dalam diri si pelaku 

sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana 

terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu : 
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1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk 

membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah 

sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan 

dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan 

seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia 

memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya 

memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan 

ketika itu. 

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan 

pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti 

tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan 

atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai 

kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian 

tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan 

kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya 

cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang 

untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya. 

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan 

suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-

gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. 

       Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, 

bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. 

Sebab bila sudah maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo 
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berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk 

kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk opzet, yang mana mempunyai    

3 (tiga) syarat yakni31 :  

1. Opzetnya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu. 

2.  Setelah orang merencanakan (opzet nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting 

ialah caranya “opzet” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang. 

3.  Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “opzet” itu memerlukan jangka 

waktu yang agak lama. 

 

E. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan 

Berencana. 

    Adapun beberapa faktor yang termasuk dalam faktor tidak langsung, antara 

lain32: 

1. Faktor kemampuan ekonomi 

      Faktor kemampuan ekonomi di dalam keluarga termasuk salah satu 

faktor yang menyebabkan seseorang dengan mudahnya terlibat tindak 

kejahatan yang bahkan tergolong berat. Sebab seseorang yg tumbuh 

dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan 

perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang disekeliling mereka.” 

2. Rendahnya tingkat pendidikan 

 
31 R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea,   

Jakarta, 1999, Hal. 34 
32 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan),Cetakan Ketiga, 

Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 45. 



  40 
 

     Rendahya tingkat pendidikan juga termasuk salah satu faktor yang 

menyebabkan seseorang dengan mudah dapat melakukan pembunuhan 

berencana.Tingkat pendidikan sangat potensial membentuk pribadi 

seseorang untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha 

pendidikan dalam keluarga gagal, maka orang tersebut cenderung akan 

melakukan kenakalan, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun 

dilingkungan masyarakat tempat bergaul. 

3. Faktor lingkungan masyarakat sekitar 

      Kenakalan seseorang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan manusia. Reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan 

dan kenakalan acap kali menimbulkan masalah baru. Seperti tindakan 

masyarakat. yang tidak terkendali merupakan pertanda bahwa nilai-nilai 

yang ada dimasyarakat sudah mengendor, misalnya main hakim sendiri. 

4. Perkembangan teknologi yang sangat pesat 

     Perkembangan teknologi dianggap juga memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan seseorang sebab perkembangan teknologi yang sangat 

pesat dan tidak terbatas merupakan hal yang sangat digemari dan bahkan 

dipuja oleh banyak orang. Perkembangan teknologi sebenarnya seperti 

dua sisi mata uang, disatu sisi perkembangan teknologi sangat bermanfaat 

dan memiliki dampak positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, 

akan tetapi disisi lain perkembangan teknologi yang sangat pesat dan 

tidak dibarengi dengan pengawasan akan memberi dampak 

negatif bagi perkembangan psikologis seseorang. 
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       Adapun faktor-faktor penyebab secara langsung terjadinya kejahatan 

ini adalah  sebagai berikut: 

1. Dendam 

      Seseorang dapat melakukan perencanaan pembunuhan dengan sangat 

matang dan tergolong sadis, oleh karena si pelaku memiliki dendam 

terhadap si korban atau keluarga korban dan akhirnya melampiaskan dan 

merencanakan pembunuhan tersebut. 

2. Pengaruh Alkohol (Mabuk) 

    Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang 

dilakukan oleh seseorang yang lain adalah dilatar belakangi oleh pengaruh 

alkohol atau mabuk. Seseorang yang dibawah pengaruh alkohol atau 

mabuk sangat mudah merasa tersinggung, marah dan sakit hati.  

 

F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

      Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali 

harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, jika dalam hukum 

tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka 

barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber 

hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum 

tidak tertulis 

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, 

mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada 
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atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. 

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama 

pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi 

hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan 

hukumnya tidak ada atau kurang jelas.  

        Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus 

mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara 

tersebut. Mejelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya 

terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari 

terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam 

persidangan. terhadap hal yang terakhir ini Majelis Hakim harus 

mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, sehingga 

ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim menemukan 

peristiwa dan fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim menemukan hukumnya 

secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. 

    Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara 

kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat 

menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak- 

pihak yang berperkara. Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber 

sebagaimana tersebut diatas, jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut 

maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interprestasi dan 

kontruksi. 
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• Menurut mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat 

dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam 

suatu perkara,yaitu: 

1. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan 

pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara 

lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, 

kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim, sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam 

penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada 

pengetahuan dari hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Titik tolok dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian 

khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam 

rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan 

ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, 

hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus 
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dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan 

hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalammenghadapi perkara-perkara yang dihadapi sehari-hari,dengan  

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui 

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara 

pidana yang berkaitan dengan pelaku,korban maupun masyarakat 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar,yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang disengketakan,kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar 

hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus 

didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakan hukum dan 

memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. 

 

 

 

 

 

 

 

 


